GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011-2015

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Mengingat

-

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2005-2025, maka Provinsi Kepulauan Riau
telah memiliki perencanaan pembangunan jangka
panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan
secara menyeluruh yang akan dilakukan secara
bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil,
makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan sesuai
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka perlu
menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2011-2015;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3656);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421});

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438|;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700};

. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014,



8.

Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang
Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI
dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa
Jabatan Tahun 2010-2015;

. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan yang Berkeadilan;

10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor

11.

12

13.

3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 6 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI

DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2011-2015.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1,
.

E_II

Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

. Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yvang diambil oleh Provinsi

Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan J angka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 - 2025.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 - 2015.

- Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

- Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disingkat RAD PG adalah
dokumen perencanaan pembangunan vang akan dijadikan panduan
dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan pangan dan
gizi di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di

Provinsi Kepulauan Riau.



BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN RAD PG
Pasal 2

RAD PG merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam
perencanaan dan pembangunan pangan dan gizi di daerah pada Tahun
2011 sampai dengan Tahun 2015 yang berisi Strategi, Arah Kebijakan,
Program serta Kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4

RAD PG berpedoman kepada RPJMD serta memperhatikan RPJPD.
Pasal 5

RAD PG menjadi salah satu pedoman SKPD dalam menyusun Renja
SKPD selama kurun waktu tahun 2011 - 2015 sekaligus menjadi
instrumen berbagai lembaga di daerah dalam melakukan perencanaan

dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 6
Kepala Bappeda melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RAD PG sesuai dengan Kketentuan perundangan yang
berlaku.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Maret 2012

@_. GUBERNUR KEPULAUAN RL&U.,—J\—-

b

L HAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ﬁ. SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 116



